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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  100   TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, telah dialokasikan kegiatan dan anggaran Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK); 



	
	b.
	bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memfasilitasi penguatan hak berupa sertifikasi Hak Atas Tanah sebagai akses permodalan dan akses pengembangan Usaha Mikro dan Kecil;

 

	
	c.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kabupaten Bantul; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;



	
	3.
	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;



	
	4.
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;



	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


	
	6.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


	
	7. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 

	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;



	
	9.
	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



	
	10.
	Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah;



	
	11.
	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;



	
	12. 
	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;


	Memperhatikan :
	1.
	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;



	
	2.
	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 248-500-D.IV tanggal 30 Januari 2008 tentang Petunjuk Teknis Bidang Tugas Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;



	
	3.
	Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 5 Oktober 2007 Nomor 3244-200-D.IV perihal Petunjuk Teknis Percepatan Program Pemberdayaan UMK melalui Kegiatan Sertipikasi Hak Atas Tanah Tahun 2008;


	
	4.
	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 0005.0/056-01/XIV/2009 Tanggal 31 Desember 2008;

	
	
	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA 
	: 
	Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kerja Pokja Tahun Anggaran 2009;

b. melakukan koordinasi dan konsolidasi kelancaran percepatan pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah UMK;

c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah UMK;dan
d. monitoring, evaluasi dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala. 

	KETIGA 
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (POKJA) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. 



	KEEMPAT
	:
	Kepada Kelompok Kerja (POKJA) diberikan tunjangan prestasi kerja yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	KELIMA
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun Angaran 2009. 



	KEENAM 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009. 




Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 
Salinan Keputiusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM di Jakarta;

2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;

3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

9. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR              TAHUN 2009
TANGGAL
SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1. 
	Ketua 
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

	

	2. 
	Wakil Ketua I
	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

	

	3.
	Wakil Ketua II
	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul

	

	4. 
	Sekretaris

	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kab. Bantul

	

	5. 
	Anggota
	1. Ka.Sub.Din Koperasi dan UKM Disperindagkop Kab. Bantul
2. Pimpinan Cabang BRI Bantul

3. Ka.Sie Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul

4. Ka.Sie Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Bantul

5. Ka.Sie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kab. Bantul

	


BUPATI BANTUL,

M.IDHAM SAMAWI 
